BAB1
PENDAHULUAN

Dalam bab ini memaparkan sejarah dan kondisi daerah pemekaran yang terjadi
di Indonesia khususnya Kota Sungai Penuh. Menguraikan tentang latar belakang
penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup

penelitian serta sistematika penulisan.

1.1.  Latar Belakang Penelitian
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kota pemerintahan daerah. Pemekaran daerah diharapakan akan mempersingkat rentang
kendali antara pemerintah dan masyarakat, khususnya pada wilayah-wilayah yang
belum terjangkau oleh fasilitas pemerintahan. Pemekaran memungkinkan sumber daya
mengalir ke daerah yang masih belum berkembang. Alasan lainnya bahwa pemekaran
akan mengembangkan demokrasi lokal melalui pembagian kekuasaan pada tingkat yang
lebih kecil serta diaspirasikan untuk memperbaiki pemerataan pembangunan (Ida :

2005).



Menurut data Bappenas (2013) selama tahun 1999-2013, terjadi penambahan
pemerintah provinsi dari 26 menjadi 34 dan pemerintah daerah dari 293 menjadi 505,
yang terdiri dari kabupaten sebanyak 407 dan kota sebanyak 98. Pada tahun 2005
pemerintah pusat untuk sementara waktu menangguhkan pemekaran daerah, namun
hingga akhir tahun 2006 usulan pemekaran daerah terus berlanjut. Kebijakan
penangguhan sementara pemekaran daerah selama 2005-2006 sulit bertahan mengingat
hingga saat ini belum ada dasar yang kuat untuk itu, meskipun departemen dalam negeri
(Depdagri) menilai bahwa perkembangan daerah otonom baru (DOB) belum optimal
Gaimpe T}mVBRSL&MNME% apdagii : 2005). Di
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seperti dijelaskan dalam Undang-Undang No 32 tahun 2004 adalah : (i) mempercepat
laju pertumbuhan pembangunan, (ii) upaya pemerataan pembangunan dan hasil-
hasilnya, (ii1) upaya untuk lebih mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat
(iv) mempertinggi daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah di daerah (v)
meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan dan pembangunan dan (vi)

terbinanya stabilitas politik dan kesatuan bangsa.



Akan tetapi pembangunan di daerah tidak hanya berasal dari program regional,
namun berasal dari program pembangunan sektoral yang dilaksanakan oleh departemen
teknis. Artinya program pembangunan daerah tersebut merupakan kombinasi dari asas
desentralisasi dan asas dekonsentrasi. Dengan cara demikian diharapkan disparitas
kemajuan akibat pembangunan antar daerah dapat dikurangi. Keadaan seperti ini
merupakan suatu ciri negara sedang berkembang, yaitu masih tingginya peranan
pemerintah pusat dalam memperoleh dan menyalurkan dana kepada daerah (Majidi :

1991).
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kemampuannya menggali potensi daerah. Hal ini bermuara kepada upaya peningkatan
Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang pada gilirannya menghasilkan suatu perekonomian
daerah berbiaya tinggi. Lebih lanjut dikatakan bahwa, karena adanya tuntutan untuk
menunjukkan kemampuan menggali potensi wilayah, maka banyak daerah menetapkan
berbagai pungutan untuk meningkatkan PAD. Pemekaran juga dianggap sebagai bisnis

kelompok elit di daerah yang menginginkan jabatan dan posisi.



RPJMN 2004-2009 mengamanatkan adanya program penataan daerah otonom
baru (DOB). Program ini ditujukan untuk menata dan melaksanakan kebijakan
pembentukan DOB sehingga pembentukan DOB tidak memberikan beban bagi
keuangan negara dalam kerangka upaya meningkatkan pelayanan masyarakat dan
percepatan pembangunan wilayah. Kegiatan pokok yang dilakukan antara lain adalah :

1. Pelaksanaan evaluasi perkembangan daerah-daerah otonom baru dalam
memberikan pelayanan kepada masyarakat

Pelaksanaan kebijakan pembentukan daerah otonom baru dan atau penggabungan
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membuat kelangsungan sosial di lapangan menjadi tidak berjalan lancar. Pemekaran
daerah seharusnya merupakan sasaran fungsi pembangunan yang diarahkan pada upaya-
upaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan,
menciptakan kemandirian masyarakat, peningkatan kemampuan dan sumber daya
aparatur dalam penyelenggaraan pemerintahan dan peningkatan pengembangan usaha

ekonomi masyarakat (Miranda : 2010).



Pasca terbentuknya DOB terdapat peluang yang besar bagi akselerasi
pembangunan ekonomi di wilayah yang baru diberi status sebagai daerah otonom
dengan pemerintahan sendiri. Bukan hanya infrastruktur pemerintahan yang terbangun,
tetapi juga infrastruktur fisik. Daerah otonom baru juga memungkinkan lahirnya
infrastruktur kebijakan pembangunan ekonomi, semua infrastruktur ini membuka
peluang yang lebih besar bagi wilayah hasil pemekaran untuk mengakselerasi
pembangunan ekonomi. Akselerasi pembangunan ini harus dibayar dengan biaya yang

tinggi, terutama anggaran yang dikeluarkan untuk membiayai pemerintahan daerah,

yang rendah
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aliran sumber-sumber ckonomi dari Kota Jambi distribusi dengan baik dikedua daerah
ini. Sementara itu Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang merupakan pemekaran
daerah dari Kabupaten Tanjung Jabung Barat, pertumbuhan ekonomi daerah induk
relatif lebih tinggi jika dibandingkan dengan daerah pemekaran, penyebab dari hal ini
dikarenakan tingginya persentase kontribusi sektor migas di Kabupaten Tanjung Jabung
Barat yang bahkan lebih tinggi jika dibandingkan dengan Provinsi Jambi yang dapat

menjadi modal utama bagi pengembangan daerah.



Demikian pula halnya dengan Kabupaten Tebo yang merupakan pemekaran dari
Kabupaten Bungo pertumbuhan ekonomi daerah induk cenderung lebih tinggi yang
merupakan daerah pertanian yang sudah beroerientasi ke perkebunan, yaitu perkebunan
kelapa sawit yang mana kegiatan pertaniannya sudah dilakukan secara modern dengan
menggunakan teknologi dan pengelolaan secara kelembagaan. Sementara itu daerah
pemekaran dari Kabupaten Kerinci yang baru terbentuk pada tahun 2008 yaitu Kota
Sungai Penuh memiliki pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi jika dibandingkan
dengan daerah induk, konsentrasi kegiatan ekonomi dan fasilitas pelayanan yang masih
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2013
Kerinci 6,42
Merangin 6,45
Sarolangun 7,77
Batang Hari 6,84
Muaro Jambi E 7,69
Tanjung J abuﬂg\ Lt : =7 4,09
Tanjung Jabung Béﬁ;tr\{". e, 7,55
Tebo . ,0 5,96 6,51
Bungo 8,80 11,13 6,40 6,73 7,68 7,51 7,48
Jambi 7,16 6,14 6,47 6,66 6,97 7,05 7,76
Sungai Penuh - - 6,39 6,47 6,62 6,98 6,48
JAMBI 6,82 7,35 6,39 7,35 8,54 7,44 7,88

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jambi Tahun 2014.

Kota Sungai Penuh merupakan merupakan pemekaran dari Kabupaten Kerinci

yang dibentuk melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan



Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi. Kota Sungai Penuh merupakan kota kedua yang

ada di Provinsi Jambi setelah Kota Jambi, dengan luas wilayah +39.150 Ha dan berjarak

+421 Km dari Ibukota Provinsi Jambi. Adapun kronologis Pembentukan Kota Sungai

Penuh adalah sebagai berikut :

1. Keputusan Pemerintah Kerajaan Belanda (Government Besluif) Nomor 13 tanggal
03 November 1909, Sungai Penuh ditunjuk sebagai Ibukota

2. Aspirasi masyarakat membentuk Kota Sungai Penuh sejak tahun 1970-an

Perkembangan Kota Sungai Penuh tidak efektif dikelola hanya oleh pemerintah
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Pengelolaan Keuangan Daerah.

Keberadaan kota ini memberikan arti yang sangat penting bagi Provinsi jambi
karena merupakan kota kedua yang ada di Provinsi Jambi. Dari aspek sosial budaya,
penduduk kota memiliki tingkat pendidikan dan kesehatan yang lebih baik daripada
kabupaten. Fasilitas pelayanan publik juga lebih baik di kota, dari aspek perekonomian,
rata-rata PDRB di kabupaten lebih rendah daripada PDRB kota. Hal ini berimplikasi
pada proporsi sumber PAD yang dapat dipungut oleh pemerintah daerah. Aktivitas



ekonomi dan pendapatan di kota juga lebih besar daripada kabupaten (Prud’homme :
1995). Setelah mengalami pemekaran selama + 6 tahun Kota Sungai Penuh sudah
menunjukkan perkembangan yang baik, jika dilihat dari Tabel 1.1. diatas laju
pertumbuhan ekonomi Kota Sungai Penuh dari tahun 2010-2013 berada diatas laju

pertumbuhan ekonomi kabupaten induk.

Maka berdasarkan kondisi diatas penulis tertarik untuk mengadakan penelitian
dalam bentuk tesis dengan judul “Pengaruh Pemekaran Daerah Terhadap
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Maka berdaSarkan uidian-tc t, \I1 ahyang akan dijawab dalam
penelitian ini adalah :
1. Bagaimanakah pembangunan ekonomi Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci
pasca pemekaran daerah tahun 2009-2013 ?
2. Bagaimanakah pengaruh pemekaran daerah terhadap pembangunan ekonomi Kota
Sungai Penuh ?
3. Apakah masalah pembangunan ekonomi yang dihadapi oleh Kota Sungai Penuh
pasca pemekaran tahun 2009-2013 ?

4. Bagaimanakah strategi pembangunan ekonomi Kota Sungai Penuh ke depan ?



1.3. Tujuan Penelitian
Berdasarkan latar belakang penelitian dan perumusan masalah mengenai
Pengaruh Pemekaran Daerah Terhadap Pembangunan Ekonomi Kota Sungai Penuh,
maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :
1. Mengevaluasi pembangunan ekonomi Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci
pasca pemekaran daerah tahun 2009-2013.
2. Menganalisis pengaruh pemekaran daerah terhadap pembangunan ekonomi Kota

Sungai Penuh
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kontribusi terhadap ilmu ekonomi terutams yang berkaitan dengan ilmu ekonomi
pembangunan.

3. Bagi Pengambil Kebijakan.
Sebagai bahan masukan bagi Pemerintah Daerah Kota Sungai Penuh dan sebagai
pertimbangan dan pedoman untuk menyusun kebijakan dan perencanaan dalam
usaha peningkatan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi di Kota Sungai

Penuh.



1.5. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini mencoba menganalisa bagaimana Pengaruh Pemekaran Daerah
Terhadap Pembangunan Ekonomi Kota Sungai Penuh dengan evaluasi menggunakan
indikator kinerja pemerintah daerah jika dibandingkan dengan kabupaten induk pasca
pemekaran tahun 2009-2013. Kemudian akan dianalisis pengaruh pemekaran terhadap
pembangunan ekonomi dan diidentifikasi masalah yang dihadapi dalam pembangunan
ekonomi Kota Sungai Penuh. Selain itu penelitian juga bertujuan untuk menyusun

strategi pembangunan ekonomi di Kota Sungai Penuh pada masa yang akan datang.
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Bab IV Deskripsi Daerah Kota Sungai Penuh, bab ini menguraikan tentang
Kota Sungai Penuh yang meliputi aspek geografis seperti topografi, iklim, geologi,
rencana tata ruang wilayah dan pengembangan kawasan. Aspek demografi yang
meliputi kependudukan, aspek ekonomi yang meliputi struktur perekonomian daerah,
laju pertumbuhan ekonomi daerah, serta PDRB Perkapita dan Pendapatan Regional
Perkapita. Aspek berikutnya adalah aspek kesejahteraan sosial yang terdiri dari tingkat

pendidikan, kesehatan, fasilitas wilayah dan infrastruktur, serta sumber daya manusia.
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Bab V Hasil Penelitian dan Pembahasan, dalam bab ini akan jelaskan mengenai
hasil penelitian terhadap indikator evaluasi yang digunakan dalam mengukur pengaruh
pemekaran daerah terhadap pembangunan ekonomi dengan menggunakan indikator
kinerja pemerintah daerah yang membandingkan antara Kota Sungai Penuh dengan

daerah induk yaitu Kabupaten Kerinci.

Bab VI Strategi dan Kebijakan Pembangunan Daerah, pada bab ini berisikan

tentang strategi dan kebijakan-kebijakan yang dapat direncanakan dan dilaksanakan

serta rekome| ? rintah dz Penuh dalam

upaya percepfitan pemba
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